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PENUTUP

A. Simpulan

L

Kedudukan merek dagang pada putusan pailit didalam kepailitan dapat
dilihat secara normatif semua asset perusahaan yang bernilai itu dapat
didudukkan untuk dijadikan boedel pailit pada proses kepailitan. Merek
dagang yang memang dapat dibuktikan penentuan valuasinya maka merek

tersebut dapat dimasukkan dan memiliki kedudukan nilai ekonomis dalam

boedel pailit.

. Mekanisme penjualan asset berupa merek milik Debitor pailit dalam

pelaksanaan pemberesan boedel pailit terdapat dalam Undang-Undang
nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang dimana ketika merek dagang ditarik ke dalam
boedel pailit maka pemberesannya dilakukan oleh kurator dalam
pengawasan Hakim pengawas dan prosesnya harus melalui penjualan di
muka umum sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu baru bisa dilakukan
penjualan dibawah tangan atas izin Hakim pengawas. Dalam hal
pemberesan, merek dagang harus ditentukan terlebih dahulu valuasinya
oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.



Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, terdapat

beberapa permasalahan yang terjadi. Adapun solusi atau saran yang coba

penulis sampaikan yang berkenaan dengan topik penulisan ini yaitu:

1.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur
tentang bagaimana kedudukan serta prosedur penjualan merek dan objek
hak kekayaan intelektual lainnya di dalam eksekusi boedel pailit pada
proses kepailitan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kurator, oleh
karena itu diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang
mengatur secara jelas mengenai hubungan hak kekayaan intelektuan dan
kepailitan di Indonesia schingga kedepannya kekayaan intelektuan bisa
menjadi opsi lanjutan sctelah objek harta perusahaan yang berwujud dapat
dijual dan diharapkan pula dapat menjadi nilai tambahan bagi debitor untuk
melunasi hutang nya kepada para kreditor.

Di Indonesia, ketidakjelasan tentang lembaga mana yang memiliki otoritas
untuk menilai merek dagang menjadi permasalahan pada praktek
kepaililitan saat ini. Karena hanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang

diberi kewenangan oleh pemerintah yang dapat menilai merek dagang. Oleh
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karena itu, di Indonesia diperlukan lembaga khusus untuk valuasi HKI yang
telah menerima pelatihan khusus tentang bagaimana menilai hak-hak
kekayaan intelektual lainnya dan tidak hanya merek dagang. Lembaga
semacam itu dapat ditemukan di negara lain, seperti Kantor Valuasi
Australia atau The Australian Valuation Office (AVO) dan Kantor Hak

Kekayaan Hungaria atau The Hungarian Intellectual Property Office

(HIPO).
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